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Dr. II. Sugianto, SE., MSc.

1. Pendahuluan

operasi dan UMKM scbaga! lembaga usaha yang

dimanfaatkan oleh sebagian besar masyerakat
peleku bisnis di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengen
pengembangan ekonomi kerakyatan, terbukti sanga: tinggi serannya
dalam perekoromian nasional dilihat dari jumlah unit usaha dan
penyerzpan lapangan kerja bagi masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) sangat lekat dengan usaha di sektor pertanian,
ferutama para petaninya sebagai pelaku kegiatan produksi disckeor
pertanian khususnya. Demikian juga dengan koperasi ‘erutama
koperasi yang berada di daerah pertanian, sejak awal koperasi
juga didudukkan sebagai lembaga ekonomi yang harus mampu
mendukung swasembada pangar.
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Pusat Darta Statistik Kementerian Koperasi dan UKM (2012),
menginformasikan bahwa sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah
koperasi aktif yang berkembang di Indonesia sebanyak 88.930 unit.
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) telah mencapai
55,21 juta unit, atau 99,98% deri jumlah unit usaha yang ada di
Indonesia. Dari keseluruharn UMKM di Indonesia, sekitar 97%
adalah pelaku usaha mikro. Dari jumlah usaha mikro tersebut lebih
kurang 68,9%-nya bergerak di setor tanaman pangan khususnya
pad’, baik sebagai pemilik lahan, penyewa atau penyakap. Dengan
oerkataan lain sub sektor ini menjadi tumpuan hidup dari 33,508
;uta kepala keluarga, atau lebih kurang 134,035 juta jiwa rakyat
Indonesia.

Besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan hidup pada
sub sekror tersebut, maka masalah ketahanan pangan tidak hanya
tergantung pada peran mereka tetapijuga akan berdampak rerhadap
tata perckonomian mereka, baik scbagai produsen, penyedian
sarana pertanian, pengolah maupun pemasar serta sebagai
konsumen. Misalnya terjadi fluktuasi harga dan jumlah produksi
bahan pangan khususnya beras secara langsung mempengaruhi
tingkat kesejahterzan mereka,

Peran koperasi yang pemnah melekat pada sekter pertanian
sejak awal dekade tahun1970, akhir-akhir ini mulai terkikis dengan
berbagai kebijakan yang mulai tidak berpihak padz pemberdayaan
koperasi discktor ini. Terutama yang berkaiian dengan penyaluran
pupuk dan pengadaan pangan nasional. Sebagai contoh, kebijakan
penyaluran pupuk, (Kepmen Perindag Nomor: 356/MPP/
KEP/5/2004) memberikan kewenangan pada pihak-pihak swasta
dan koperasi/KUD sebagai peayalur/pengecer papuk ke konsumen.
Berbeda dengan kebijakan sebelumaya, kebijakan baru ini tidak
lagi memberikan kewenangan penub kepada koperasi/KUD untuk
menyalurkan pupuk, demikian juga dalam pengadaan pangar,
yang berarti peran koperasi/KUD dalam penyaluran pupuk dan
pengadzan pangan semakin berkurang. Kebijakan otoromi daerah
yang memberi ruang lebih luas kepada pemerintah daerzh dirasakan
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semakin berkurang perannya dalem pemberdayaan koperasi di
daerah-daerah.

Namun demikial selayaknya peran Koperasi dan UMKM harus
tetap dijadikan basis pengembangan program ketahanan pangan
di Indensesia, schingga secara simultan selain program ketahanan
pangan tercapai, tetapi juga pemberdayaan terhacdap Koperasi dan
UMKM juga berjalan sebagai wzhana untuk lebih memberdayakan
perzkonomian masyarakat seczra mandini melalui kelembagaan
yang tersedia di lingkungannya. Pertumbuhan ekonomi tidak
hanya tergantung pada faktor sumber daya yang dimiliki tetapi
juag tergantung pada peran kelembagaan dalam menciptakan
nilai tambah. Peningkatar ketahanzn pangan jangan hanya
ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional, tetapi
pemberdayaan para pelaku ekonomi di sentra-sentra preduksi
perianian baik pelani sebagai UMKM dzn koperasi maupun UMKM
lainnya perlu dilindungi kepentingan ekonominya, hal ini perlu
kebijakan pemerintah yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan
program ketahanan pangar saja tetapi yang berkzitan dengan
sistem kelembagaan sebagai basisnya program ketaharan pangan di
Indonesia berkaitan dengan sistem kelembagaan sebagai basisnya
program ketabanan pangan di Indonesia.

2. Ketahanan Pangan

Kebijakan dan program ketahanan pangan di [ndonesia dalam
dokumezn perencanaan pembangunan nasional yang diadogsi
sejak 1992 (Repelita VI), definisi formalnya dicentumlan dalam
Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentarg Pangan, pasal 1
aya: 17 menyata<an baawaz “Ketahanan Pangan adalah kondisi
terpenuhinya Papgan bagi negara sampai dengan perseorangan,

yanpg tercermin dari tersediznya Pangan yang culup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, den terjangkau
serta tidak bertentangar dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyaraka:, untux dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berzelanjutan. Sedangkan menurut International Conference of
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semakin berkurang perannya dalam pemberdayaan koperasi di

daerah.daerah.

Namun demikian selayaknya peran Koperasi dan UMKM harus
tetsp dijacikan basis pengembangan program ketahanan pangan
di Indonsesia, sekingga secara simultan selain program ketahanan
pangan tercapai, tetadi juga pemberdayaan terhadap Koperasi dan
UMKM juga berjalan sebagai wzhana untuk ledih memberdayakan
perckonomian masyarakat secara mandin melalui kelembagaan
yang tersedia di lingkungannya. Pertumbuhan ekonomi tidak
hanya tergantung pada faktor sumber daya yang dimiliki tetapi
juag tergantung pada perzn kelembagaan dalam menciptakan
nilai tambah. Peningkatar ketahanzn pangan jangan hanya
ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional, tetapi
pemberdayaan para pelaku ekonomi di sentra-sentra produksi
pertanian baik petani sebagai UMKM dzn koperasi maupun UMEKM
lainnya perlu dilindungi kepentingan ekonominya, hal ini perlu
kebijakan pemerintah yang tidak hanya berkaitan dengan kebijakan
program ketahanan pargan saja tetapi yang berkaitan dengan
sistem kelembagaan sebagai basisnya program <etzhanan pangandi
Indonesia berkaitan dengan sistem kel>mbagaan sebagai basisnya
program ketakanan pangan di Indonesia.

2. Ketahanan Pangan

Kehijakan dan program kerahanan pangan di Indonesia dalam
dokumen perencanaan pembangunan nasional yang dizdopsi
sejak 1992 (Repelita VI), definisi formalnya dicantumkan dalam
Undangz-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal I
ayat |7/ menyatakan bahwa “Ketahanan Pangan acalah kondisi
terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perscorzngan,
yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah
maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau
ser:a tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapa: hidup sehat, akif, dan produktif secara
berkelanjutan. Sedangkan menurut International Conference of
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Nutrition 1992 yang disepakati oleh pimpinzn negara anggota PBB:
Ketzhanan pangan adalah tersedianya pangan yang imemenuhi
kebutuhan setiap orang baik dalam jumlah dan mutu pada setiap
saat untuk hiduap sehzt, aktif dan produktif. Pangan adalah segala
sesuatu yarg berasal dari sumber hayati dan air, haik yang diolah
maupur ticak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minumen bagi konsumsi manusia, rermasuk bzhan tambahan
pangan, hakan baka pzngan, dan bahan lain yang digurakan dalam
proses penyiapan, pengolahan, dan/ ztau pembuatan makanan atau
minuman.

Pengembangan ketahanan pangan mempunyai perspaktif
pembangunan yang sanga: mendasar (Maleha dan Susanto, 2006)
karena: 1) Akses terhadap pangandengan gizi seimbang merupakan
hak yang paling azasi oagi manusia 2) Kebethasilan dalam
pengembangan kuzlitas swiber daya manusia sangat ditentukan
oleh keharhasilan psmenuhan kecu kupan korsumsi pangan dan gizi
dan 3) Ketahanan pangan merupakan basis arau pilar utama dalam
mewujudkan ketahanan ekoromi dan ketahanan nasional yang
berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan konsentrasi untuk
mewujudkan akses setiap individu untuk memperoleh pangan yang
bergizi. Tiga kompouen penting pembentukan ketahanan pangan
yaitu: produksi dan ketersedizan pangan, jaminan akses terhadap
pangan, serta mutu dar. keamanan pangan.

Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di
duniz, yang diperkirakan mencapai 250 juta jiwa pada tahun 2015,
Ketahanen pangan nasional menjadi szngat pentng dan perlu
mendapat prioritas penangaran dalam program pembangunan
nasional. Saat ini kondisi yang mengkhawatirkan adalah semakin
berkurangnya luas lahan untuk memproduksi pangan pokok akibat
terjadinya alih fungei lahan. Selainitu, tingkat preduktivitas pangan
juga sulit ditingkatkan karena keragaman jenis pangan pokok
masyarakat yang sempit dan hanya bertumpu pada beras. Hingga
saat ini masalah swasembada pangan nampaknya sulit tercapai,
swasembada beras berkelanjutan dipastikan gagal karena 3 tahun
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terakhir Indonesia justry mengimpor beras, surplus 10 juta wn
berzs juga sulit tercapai.

Pada tahun-taliun mendatang swasembada pangan nampaknya
juga akan menjadi tahun yang semakin sulit, karena konsenteragi
pemerintah mungkin lebih mengutamakan momentum politik,
seperti rivalitas antar partai politik dan persiapan Pzmilu tahun
2012. Ketahanan pangan nasional ke depan akan semakin rapuh
apabila tidak adz perubahan pole pangan masyarakat. Untuk
mencari sclusi terhadap permasalahan tersebul, Indonesia perlu
melaksanakan diversifikasi pangan untuk mengustkan katahanzan
pangan nasional dengan melibatkan para pelaku ekonomi di sentra
oroduksi produk-prcduk pertanian. upaya untuk mengurangi
permintaan dan ketergantungan bahan pokok beras,. dengan
langkah meangedukasi masyzrakat bahwa ada bahan pangan lain,
seperti jagung, ubi kayu, sagu, dan berbagai umbi-umbi lzinnya.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa selama ini ketersediaan
pangan di \ingkat nasional mencukupi, tapi ticak selalu menjamin
ketahanan pangan di tingkat wilayah, rumzh tangga, dan individu.
Persoalan ini bukan hanyaberhubungan denganketersediazn pangan
yang tidak mencukupi kebutuhan, tapi juga karena keterbatasan
akses tzrhadap pangan. Aksesibilitas yang terbatas akan berakibat
pada kesulitan untuk mencukupi pangan yang bermutu dan
bergizi, sehingga akan menghambat kesinambungan kerahanan
pangan. Pemenuban kebutuhar pangan juga harus menekankan
status gizi yang baik. Selain itu, ketahanan pangan lokal juga harus
dikembangkan dan diselaraskan dengan perkembangan modernisesi
agar lebih mudah.

Selain itu ketahanan pangan juga sangat tergantung pada
dukungan lingkungan yang memadai, kecukupan ketersediaan
air khususnya pada saat musim kemarau, kelestzrian lingkungan
dalam bentuk menjaga kesuburan lahan perlu dijaga. Untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu sentuhan teknologi,
kreativitas, peran serta kelembagaan pangan, dan dukungan

kebijakan. Kompleksitas persoalan dan tantangan yang dihadapi
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Agribisnis dipardarg sebagai sebuah sistem yang tardiri dari
atas subsistem pengadaaan dan penyediazn sarana produksi,
produksi bahan pangan, pengolahzn bahan pangan, pemsaran can
lembaga penunjang. Secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

a. Subsistem Penyediaan Sarana Produksi

Sudsistem ini menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran
sarana produksi. Kegiatan ini mencakup perencanaan,
pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya
lainnya agar penyediaan sarana produksi atau input usahatani
memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jum'ah, tepat jenis, tepat
mutu, tepat harga dan tepat produk.

b. Subsistem Usahatani atzu proses produksi

Subsisteminimencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan
usahatani dalam rangka meningkatkan procuksi primer
pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan
pemilihan lokasi, komoditas, teknalogi, dan pola usahatani
dalam rangka meningkatkan preduksi primer Ditekankan
pada usahatani yang intensif dan sustaineble (lestari), zrtinya
meningkatkan procuktivitas lahan semaksimal mungkin
dengan cara intensiikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah
pelestarian sumber dayz alam yaita tanah dan air. Disamping
itu juga ditekankan usahatani yang berbentuk komersial bukan
uszhatani yang subsisten, zrtinya produksi primer yang akan
dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalumn
artian skonomi terbuka.
c. Subsistem Agroindustri/pergolahan hasil

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan
sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan
kegiatan mulai dari penznganan pasca panen produk pertanian
sampa: pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk
meningkatkar nilai tambah (value added) dari preduksi primer
tersebut. Dengan demikian proses pengupasan, nembersihzn,
pengekstraksian, penggilingan, pembekuan, pergeringzn,
peningkatan mutu dan pengepakan merupakan lingkup kegiatan
pengolahan produk pertanian pasca panen atau scbelum
dipasarkan.
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Agribisnis dipardarg sebagai sebuah sistem yang tardiri dari
atas subsistem pengadaaan dan penyediazn sarana produksi,
produksi bahan pangan, pengolahzn bahan pangan, pemsaran can
lembagza penunjang. Secara garis besar dijelaskan sebagai berikut:

a. Subsistem Penyediaan Sarana Produksi

Sudsistem ini menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran
sarana produksi. Kegiatan ini mencakup perencanaan,
pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya
lainnya agar penyediaan sarana produksi atau input usahatani
memenuhi kriteria tepat wakru, tepat jumiah, tepat jenis, tepat
mutu, tepat harga dan tepat produk.

b. Subsistem Usahatani atzu proses produksi

Subsisteminimencakup kegiatan pembinaan dzn pengembangan
usahatani dalam rangka meningkatkan procuksi primer
pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan
pemilihan lokasi, komoditas, teknalogi, dan pola usahatani
dalam rangka meningkatkan produksi primer. Ditekankan
pada usahatani yang intensif dan sustainable (lestari), zrtinya
meningkatkan procuktivitas lahan semaksimal mungkin
dengan cara intensiikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah
pelestarian sumber dayz alam yaita tanah dan air. Disamping
itu juga ditekankan usahatani yang berbentuk komersial bukan
uszhatani yang subsisten, artinya produksi primer yang akan
dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar daluin
artian skonomi terbuka.
c. Subsistem Agroindustri/per.golahan hasil

Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan
sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan
kegiatan mulai dari penznganan pasca panen produk pertanian
sampa: pada tingkat pengolahan lanjutan dengan maksud untuk
meningkatkar nilai tambah (value added) dari preduksi primer
tersebut. Dengan demikian proses pengupasan, nembersihan,
pengekstraksian, penggilingan, pembekuan, pergeringzn,
peningkatan mutu dan pengepakan merupakan lingkup kegiatan
pengolahan produk pertanian pasca panen atau sebelum
dipasarkan.
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d.  Subsistermn Pemasaran

Mencakup pemasaran hasil-hasil usaka tani dan agroindustri
baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama
subsistem ini adalah pemantauzn dan pengembangan informasi
pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar
negeri.
e. Subsistem Penunjang

Subsistemini merupakanpenunjangkegiatan prapanendar pasca
panen yang meliputi: sarana tataniaga, perbankan/perkreditan,
penyuluhan agribisnis, kelompck tani, infrastruktur egribisnis,
koperasi, UMKM, BUMN, swastz, penelitian dan peagem bzngan,
pendidikan dan pelatihan, transportasi, kebijakan pemerintzh,
seriuanya untuk mendukung pengembangan usaha tani.

4. Koperasi Dan UMKM Sebagai Basis Ketahanan
Pangan

Keikutsertaan Koperasi dalam Program Swasembada Pangan
sudah dimulai sejak tahun 1974 dengan didirikannya Badan Usaha
Unit Desa (BUUL) yang <emudian berubah nama menjadi Koperzsi
Unit Desa (KUD). Selaina lebih dari 30 tahun tahun KUD secara
aktif telah dilibatkanr dalam kegiatan tersebut, tidak szja dalam
pengacaan gadah/beras untuk menudukung stok beras nasional,
tetapi juga dilibatkan dalam penyediaan sarana produksi padi
(saprodi), pergolahan hasil dan pemasarannya kepasaran umum
(pasar bebas). Potensi Koperas: khususnya KUD dalam kegiatan
pengadaan Gabah dan beras dalam beberapa Dasawarsa yang lalu
memang cukup besar, baik dilihat dari ketersedian sarana, maupun
ketersedian personil. Demikizn juga sesungguhrya KUD mempunyai
keterikatan usaha yang sangat kuat dengan petani, walaupun
keberhasilan KUD pada waktu itu dinilai belum optimal.

Disamping potensi yang dimiliki KUD juga menghadapi banyak
kendala dan permasalahan baik yang bersifar internal seperti
kejujuran pengelola KUD dalam menggunakan dana pengadacn
gabah/beras yang bersumber dari pinjaman pemerintah (dengen
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subsidi bunga), maupun masalah eksternal antara lain hubungan
dengan kemponen sistem lainnya seperti dengan petani dan Perumn
Bulog, yang ridak selalu kendusif. Pola hubungan dengan petani
seharusnya dapat ditingkatkan seandainya KUD dapat membeli
langsung gabah beras dari petani, pola pembelian seperti ni
hampir tidak pemah dilakukan oleh KUL, karena adanva banyak
kendala antara lain; a) petani sudah menjual dengan sistem
tebasan; b) petani tidak memiliki lagi lumbung-lumbung untuk
menyimpan gabah sehirgga harus menjual gabahnya langsung di
sawah sedangkan KUD dihadapkan pada masalah keterbatasan
sarana angkutan dan personil agar dapat langsung membeli gabah
petani di sawah, serta kebiasaan KUD untuk bekerjasama dengan
para pedagang pengumpul yang umumaya juga UMK yang anggota
koperasi.

Pola hubungan bisinis kedepan antara petani yzng juga berposisi
scbagai pengusaha (usaha mikro dan kecil) dengan koperasinya
harus dikembalikan kepzda tujuan, nilai-nilai dan jatidiri koperasi.
Koperzsi didirikan dari, oleh dan untuk anggotanya. Anggota dalam
haliniadalah parapetanisebagai pendiri koperasi harus berpartisipasi
aktif baik sebagai pemilik (owner) maupun sebagai pengguna (user),
koperasi dikelola secara demokratis oleh anggotanyz melalui
rapat anggota, usaha koperasi dijalankan dengan tujuan untuk
mendukung vsaha anggntanya. Negara maju di bidang ekonomi
dan khususnya sektor pertanian, koperasi disektor pertanian juga
mengadopsi nilai dan prinsip kcperasi. The United States Department
of Agriculture (USDA) pada tahun 1987 (dalam Ortmann GF &
King RF, 2007), mergadopsi tiga prinsip koperasi yang bergaitan
dengan kedudukan anggota sebagai pengguna, yaitu: user-vwnership,
user-confrol and user-benefit. Pemahaman karzkteristik organisasi
koperasi ditekankan pada perar anggota sebagzai pengguna (user),
anggota scbagai pengguna sexalizus sebagai pemilik, anggeta
sebagai pengguna juga sebagai pengendali koperasi dan sebagai
pengguna juga penerima manfaat dari koperasi. Pemahaman ini
perlu dikembangkan untuk lebih memberi wekanan kepade be:bagai
pihak vang terlibat dalam kegiatan perkoperasian bahwa anggeta




3h ] Dporio (Riet aeritlt

ditekankan szbagai pengguna (user) sekaligus sebagai pemilik
(ovmer), pengendali [control] dan penerima manfaat (benefit) yang
disediakan aleh koperasi.

Ketahanan pangan di Indonesia bila dikembangkar berbasis
pada UMKM dan Koperasi, maka nilai dan jatid'ri diatas harusselalu
menjadi acuan, jangan sampai beberapa hal yang pernah terjadi pada
operasionalisasi koperasi masa lalu terulang lagi, baik berkaitan
dengan masalah internal maupun masalah ektzrnal koperasi. Maka
UMEKM (petani dll) dan koperasi harus mengambil posisi sesuai
dengan fungs! dan peran masing-masing dalam pengadaan pangan.
Fungsi keperasi dan UMKM dalam program ketahanan pangan
harus berdasarkan pada subsistem usaha tani seperti yang telah
diuraikan diaras, yang dapar dijelaskan melalui gambar 2. berikut
ini.

s o

Gambar: 2 Bentuk Koperasi dan Fungsi Keperasi dan UMEM Pada Setiap
Tahapan Subsistem Usaha Tani

Berdasarkan pada gambar 2. tersebut diatas dapat dijelaskan
bahwsz fungsi (F) koperasi dan UMKM menjadi pelaku bisnis dalam
penyediaan saran prasarana pertanizn, pengolahan, pemasaran
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dan pendukung lainnya. Petani dan masyarakar lzinnya dapat
menjalankan usaha baik sebagai Usgcha Mikro, Kecil maupun
Menengah untuk menjalankan fungsi dalam subsistem usahz tani.
Petani secara bersama-sama dapat membentuk koperasi sesuai
dengan kebutuhan ekonomi yang diperlukan untuk mendukung
kegiatan pertaniaannya dan diharapkan dapat menciptakan nilai
tambah. DPetari scbagai UMKM dapat membentuk (M) koperasi
mu'ai dari koperasi pengadaan, koperasi pengolahan, dan koperasi
pemasaran ketiganya dalam terminologi klasifikasi koperasi
berdasarkan pelayanan kepada anggota disebut sebagai Koperasi
Produsen, dimana dimana anggota koperasi produsen adalah para
pengusaha (petani) yang membutuhkan layanan sarana prasarana
pertanian, pengolahan hasil panen dan pemasarannya. Selain it
koperasi tersebut juga dapat berfungsi member: layanan dalam
bentuk faktor pendukung kegiztan subsistem usaha tani szperti
penyediaan kredit maka koperasi yang didentuk adalah koperasi
siimpan pinjaim.

UMKM yang bergerax disektor eceran bila menginginkan dapat
membentuk koperasi pengadasn bersame scbagal upaya untuk
memperoleh input produk yang akan dipasarkan lebih efisien. Lebih
mudah, harga lebih murah, mutu yang standar dan sebagainya.
Para konsumen produk pertanian juga dapat membentuk koperasi
konsumen sebagai upaya untuk untuk memperoleh keterjaminan
ketersediaan bahan pangan, baik dari sisi jumlah, mutu, dan harga
derngan ha-ga lebih murah dan sebagainya.

Peran koperasi scbagai lembaga ekonomi yang berkembang di
sentra-sentra produk pertanian perlu dijedikan sebagai basisnya
pergembangan ketahanan pangan nasional, dikembalikan dan
ditingkatkan fungsinya sebagal lembaga yang dapat berfungsi
sebaga: lembaga yang melakukar pengadaan input pertanian,
pergolahan dan pemasaran produk petani seperti pada masa
kejayaan Koperasi Unit Desa beberapa waktu lalu. Demikian juga
dengar. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Koperasi dan
UMKM diperlukan perarnyz untuk membantu mengzantisipasi dan
merealisasikan berbagai program ketahanan pangan.
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5. Reposisi Koperasi dan Petani Dalam Ketahanan
Pangan

Dengan penjelasan pada gambar 2. tersebut diatas, bahwa
program ketahanan pangan capat memfungsikan koperasi dan
petani sebagai UMKM dalam menjalankan subsistem usaha tani
produk pangan, baik pada tahapan pra panen, pasca panen dan
lavanan pendukung lainnya. Reposisi koperasi pertanian perlu *
dilakukan untuk mengembangkan sistem agribisnis sekror panzan
dalam rangks untuk mendukung program ketahanan pangan. Perlu
adanya perubahan paradigma, bahwa koperas! pertaniar rtidak
cukup hanya menyediakan sarana pertanian dan/atau mamasarizan
hasil pertanian petani saja, tetapi harus mampu meberikan nilai
tambzh yang lebih beszr bagi para petani. Koperasi jangan hanya
berfungsi sebagai trader, tetapi lebih jauh harus dibanzun untuk
mengolah produk pertanian menjadi produk yang bernilai tambah
tinggi sehingga dapat memberikan manfaat vang lebih besar bag
para anggotanya.

Demikian juga dalam penyadisan input, harus mampu men:
koperasi peternakan, tidak hanya memasarkan produk anggotans
tetapi sudah mengolak hesil produk peternak menjadi prod
yang bernilai tambah lebih, mampu memproduksi pakan ter
seadiri untuk memenuhi kebutuhan pekan ternak anggot
dan menyediakan layanan pendukung lsinnya yang dibutu
oleh anggotanya. Kcperasi pertanian ke depan juga harus i
menjalankan semua subsistem usaha tani dalam rangka un
memperkuat usaha tani di sektor pangan. Dengan demikizn kope
ke depan harus dijadikan basisnya pengempangan ketah
pangan nasicnal. Selain itu peran koperasi dalam bisnis ini h
divakini cleh semua pihak bahwa melalui orgenisasi koperasi
dilakukan kegiazan usaha yang sejalan dengan perkemb
kegiatan cskonomi anggota, meningkatkan nilai tawar (bargas
position) para anggotanya, meningkatkan daya saing, harga ¥
menguntungkan, cfisicnsi biaya melalui percapaian skala u
vang lebih optimal, menyediakan produk atau jasa yang jika
koperasi tidak akan tersedia/atau sulit dipenuhi, meringka
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peluang pasar, memperoaiki mutu produk dan jasa. Akhirnya
dapat meningkatkan pendapatan para petani can menjadi wahana
pengembangan ekonomi rakyat. Menjadikan koperasi sebagai
Community based organization, kererkaitan koperasi dengan anggota
dan masyarakat sekitar merupakan hal yang paling esensial dalam
memperjuangkan kepentingan rakyat Khususnya para petani.

Koperasi pada sektor ini periu mereposisikan dirinya agar lebih
fokuas pada kegiatan usahanya terutama menjaci koperasi pertanian
dan mengembangian kegiatan usahznya sebagai koperzsi agribisnis.
Perlu kegiatan-kegiztan usaha yang mendukung cistribusi,
pemasaran dan agroindustri berbasis sumberdaya lokal serta perlu
me akukan promosi untuk memperoleh citra positiflayaknya sebuah
koperasi, misalnya Koperasi Agrobisnis atau Koperasi Agroindustri
atau Koperasi Agroniaga yanz menangani kegiatan usaha mulai dari
hulu sampai ke hilir sektor pertanian.

Petani juga harus mereposisikan dirinya bukan hanya sekedar
sebaga! petani yang mengolah' tanah menznam dan akhirnya
memetik produknyz, sampai dengan selesai Fetani harus
berperilaku layaknya sebagai pengusaha (UMKM), yang berorientzsi
pasar, produknya yang dihasilkan harus diminati oleh konsumen.
Sebagai pengusaha harus memiliki tujuan yang jelas bahwa dengan
usahanya dapat meningkatkan kesejahteraan, yang diukur dzngan
pendapatan yang semakin miningkat, kesejahteraan keluarganya
juga meningkat, tidak hanya sekedar untuk menghabiskan waktu
dengar memanfaztkan segala keterbatasnya. Petani harus rela untuk
meningkatkan kererampilan sehingga inovasi dapat dilakukan dan
dapat menerima perubahan yang berkaitan dengan pemanfaatan
teknologi baru. Menjadi petani yang produktif, efisien dan efektif,
mampu mengolak lahan dengan baik, mzmilih bibit dan pemupukan
yang tepat, mamilih jenis tanaman yang sesual dengan keburuhan
pasar schingga akan memperoleh harga jucl yang lebih baik. Petani
dengan kemampuan sumber daya terbatas harus mau untuk bekerja
sama dengan petani lainnya dalam rangka untuk meningkatkan
skala ekoromi, daya tawar, bersaing, dan memperoleh harga yang
‘menguntungkan. Secara kelembagaan petzni harus memanfaatkan
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lembaga pendukung yang tersedia dan bergabung, seperti penyuluh
pertanian, koperasi, dan lembega swadaya lainnya. Koperasi harus
dimanfaatkan petani sebzgai lemhaga yang dapat mendorong
terjadinya efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan subsisters
agrobisnis.

Supporting institution berperan lebih intensif, baik lembaga
pemerintah (dinas dan instansi terkait) mulai dari tingkat terendah
sampai tertinggi dalam membuat kebijakan yang berpihak pada
para pelasu sektor pertznian, pihak swasta, lembaga keuangan dan
sebagainya, harus memahami bahwa sebenarnya masyarakat dalam
satu negara akan terpenuhi kebutuhan pangannya kalau petans
yang bergerak, dan selama ini sudah berjalan tanda menun
kemando. Sestor pertanian harus dipandang sebzgai sektor prim
yang menyeciakan input utama bagi sektor industr yang lai
Dengan cemikian petani benar-benar memperoleh dukungan
semua pinak dan kebijakan pemerintzhpun berpihak kepaca p
petani, kemudahan pemasaran produk dengan harga yang lay
akhirnya pendapatan petanipun akan meningkat, Menurut Da
Downey dan Steven P Ericsor, menggambarkan proses terse
dalam gambar 3. berikut:
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Dalam membangun sektor agribisnis sebagai upaya untuk
mencapai ketahanan pangan yang berbasis pada koperasi dan
UMKM, koperasi perlu membangun keunggulan bersaing diatas
keunggulan komparatif. —Mengembangkan subsistem hula
(pembibitan, agro-otomotif, agro-kimia) dan pengembangan
subsistem hilir yzitu pendalaman industri pengolahan ke lebih
hilir dan membangun jaringaa pemasaran secara terpadu, sehingga
pada tahap ini produk akhir yang dibasilkan sistem agribisnis
dideminasi oleh produk-produk lanjutan atau bersifat capital and
skill labor intensive. Pembangunan sistem agribisnis yang digerakkan
oleh kekuatan inovasi, peran Litbang menjadi sangat penting dan
menjadi penggerak utama sistem agribisnis secara keseluruhan.
Dengan demikian produk utema dan sistem agribisnis pada tahap
ini merupakan produk bersifat Technology intensive and knowledge
based. Perlu orientasi baru dalam pengelolaan sistem agribienis yang
selama ini hanya pada peningkatan produksi harus diubah pada
peningkatan nilai tambah sesual dengen permintaan pasar serta
harus selalu mampu merespon perubahan selera konsumen szcara
efisien. Menggerakkan kelima subsistem agribisais secara simultan,
serentak dan hermonis. Oleh karena itu untuk menggerakkan Sistem
agribisnis perlu dukungan cemua pihck yang berkaitan dengan
agribisnis/pelaku-pelaku agribisnis mulai dar. Petani, Koperasi,
BUMN dan swasta serta perlu seorang Dirigent yang mengkoorcinasi
keharmonizan Sistem Agribisnis.

B. Kesimpulan dan Rekomdendasi

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditari< beberapa
kesaimpulan danrekomendasi sebagai dasar pengembangan ketahan
pangan dengar memfungsikan koperasi dan UMKM sebagai basis
pengembargan ketahanan pangan.

6.1. Kesimpulan

1) Ada kesan bahwa program ketahanan pangan menjadi
menjadi prioritas da.am pembangunar. pertarian, dengan
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2)

3)

4)

mengabaikan peran dari para pelakukiya apakah itu petani
sebagai pengusaha disektor primer dan lembaga ekenomi
yang ada di sentra-sentrz pertanian. Sinerjiditas antar pihak
belum optimal, masih parsial pada ketahanan pangannya
saju, sehingga bila produksi nasional menurun serta menta
pemerintah langsung mengambil kebijakan imper. Sektor
konsumsi seolah-oleh lebih utama dari pada pengadaan
dalam negeri.

Koperasi dan UMKM memiliki fungsi yang sargat vital
dalam pengembangan ketahanan pangan, koperasi dapat
mengambil fungsi dalam menjalankan sebagian fungsi
subsisiem usaha tani sebagai upaya untuik mendukung
petani dalam menjalancan usahanya, khususnya petani
produk pangan. Pada era kejayaan Koperasi Unit Desa
(KUD), koperasi teleh menunjukkan eksistensinya dalam
program pengadaan pangan khususnya beras, baik sebagai
penyedia sarana produksi pertanian, penggilingan gabaa dan
pemasarannyz yang ditampung oleh Bulog, sarta mampu
menjaga stabilitas narga danketerjamina pasa produk
petani. Namun sctelah Orde Reformaasi peran teisbut
semakin hilang dengan berbagai kehijakan pemerintah
yarg mulai tidak berpihak pada pemberdayaan Koperasi
khususnyz di daerah sentra pertanian.

Para petani dalam menjalankan usahanya baik sebagai
usaha mikro, usaha kecil atau mungkin usaha menengah
bila masih ada, kebanyakan masih berorientasi produksi,
belum berorientasi pasar.

Pelaku usaha yang terkaitan dengan kegiatan subsistem
usaha tani pada akkir-akhir ini semakin mengacu pada
prinsip ekonomi pasar, siapa kuat merekalah yang semakin
menguasai rantai pemasaran produk pertanian, dengan
mengorbankan pelaku utamanya dalam sektor ini, vaitu
para petani.

6.2. Rekomendasi

Pemerintan dalam menjalankan kabijakan program
ketahanan pangan, harus mzngoptimalkan pemberdayaan

1)




2)

3)

1)
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para pelaku subsistem usahz tani pengadaan pangzn
simultan pemerintah baik petani scbgai UMKM dan
Koperasi sebagai lembaga penduking dalam penyediaan
sarana preduksi pertanizn, pengolahan dan pemasarannya.
Sehingga diharapkan Koperasi dan UMKM dapat diperankan
scbagai basisnya pen gembangan program ketahanan pangan
nasional.

Pembinaan Koperasi dan UMKM di sentra produksi
pertanian harus ditingkatkan dan diarakkan dalam kegiatan
yang mendukung program ketahanan pangan, dengan
tujuan membangun ketahanzn ekonomi masyarakat dengan
menciptakan nialai tambah khusunya untuk pata pelaku
ekonomi di daerah pedesaan,

Orientasi bisnis koperasi dan UMKM harus mulai beruhak,
koperasi dalam menjalankan usahanya harus berorientai
untuk meningkatkan nialai tambah dari produk pertanisan
yang dihasilkan olch para petani, dengan menjalankan
perannya pada scluruh subsistem usaha tani yang tidak
dapat dilakukan oleh para petani, schingga petani tidak
tergantung kepada para pemilik modal perorangan yang
berorieatasi laba Demikian juga dengan para petani dalan
menjalankzn usaha taninya harus berorientasi paser,

Perlu dilakukan berbagai pengkajian yang berkaitan dengan
peren xoperasi dan UMKM di sentra-sentra produksi
pertanian, sehingga ke dzpan koperasi dan UMKM dapa:
dijadikan basis pengadaan pangan nasional.
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